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BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNO BARAT 
NOMOR ~lTAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARA'f 
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAJ(SANAAN REHABILITASI SOSfAL 

RUMAH TlDAK LAYAK HUNI 

Menimbang 

Mengingat 

DENGA.N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT1 LAMPUNG BARAT, 

a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan penyediaan 
perumahan yang layak dan sehat bagi fakir miskin di 
Rabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah 
melaksanakan program bantuan sosial dalam bentuk 
rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni secara 
bertahap dan herkelanjutan yang diatur dalam 
Peraturan Bupati Nomor IO Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhaclap 
kelembagaan organisasi rehabilitasi sosial rumah tidak 
layak huni maka Peraturan Bupati Nornor 10 Tahun 
2018 perlu direvisl; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaim.ana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati La.mpung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak 
Huni; 

l. Vndang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Rabupaten Daerah Tingkat 11 La.mpung 
Barat (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
fndonesia Nomor 3452); 

2 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lernbaran 
Negara Repu_blik lndones.ia Nomor 5235); 
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3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali t.erakhir dengan Undang-Undang 
Nomor Y Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nornor 13/PR'f /M/2016 tentang Bantuan 
Stimulan Perumahan Swadaya; 

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahw1 2017 tentang 
RehabiUtasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan 
Saran« Prasarana Lingkungan; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 
Tahun 2018 tentang Pembentukarl dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Bupati LaJnpung Baral Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak 

Layak Huni; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT LAMPUNG BARAT 
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN 
REHABJLITASf SOS I AL RUMAH TIDAK LAY AK HUNT. 

Pasal T 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 
tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rwnah Tidak Layak Huni (Berita 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Ta.bun 2018 Nomor 10) diubah sebagai 

berik.ut: 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal l 

Dalam Peraturan BL1pati iniyang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lamp-ungBarat. 
S. Kelurahan adalah merupakan pembagian Wilayah Administratif di 

Indonesia dibawah Kecamat.an. 
6. Pekon adalah sebutan lain dari DeAA dan Desa adat, sclanjutnya 

di=but Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan praka.rsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Fakir Miskin adalah orang 
sumber mata pencaharian 
penraharian tetapi tidak 
kebutuhan dasar yang 
dan / keluarganya. 

yang sama sekali tidak mempunyai 
dan/atau mempunyai su.mber mata 
mempunyai kemampuan memenuhi 

layak bagi kehldupan dirinya 

Basis Data Terpadu selanjutnya disingkat BOT adalah sebuah system 
(database) yang digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan 
Program pengentasan kemiskinan. 
Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah 
Rum.ah Tangga yang terdaftar dalam BOT. 
Rebabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selAnjutnya 
disingkat (RS-RTLH) adalab upaya memperbaiki kondisi rumah baik 
secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian 
(pemugaran/renovasi) sehingga tercipta rumah yang layak bagi. 
tempat tinggaJ. 
Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang d.::1pat 
menilnbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung 
oleh individu keluarga kelompok dan at.au masya.rakat sebagai 
darnpa.k krisis sosial ekonomi, krisis politik, fenomena alam rlan 
bencana alam yang jika t.idak diberikan belanja bantuan sosial akan 
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dala.m kondisi wajar. 
Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 
Pemerintah kepada individu, keluarga kelompok dan/atau 
masya.rakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif 
yang bertujuan untuk melin<lungi darl kemungkinan t.erjadinya 
resiko sosial. 
Kelompok pcncrim.a bantuan yang selanjutnya disil1gkat KPB adalah 
himpunan RTM penerima bantuan RS-RTLH. 
Tenaga Fasilitator adalab Pendamping Sosial yang di.rckrut secara 
indifenden dan atau Tenaga Sosial untuk membantu mendampngi 
keluarga penerima Banruan RS-RTLH. 
Dafta.r Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya 
disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar 
rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima 
bantuan atau dibantu oleh Tenaga Fasilitator sebelum menarik dana 
bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan pengguna.an 
dana bantuan rumah swadaya. 
Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki 
fungsi untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring 
pelaksanaan Rehabilitasi Sosial RS-RTLH di Kabupaten Lampung 
Ba.rat. 
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk 
mengarnbil keputusan dan/atau tindakan yang dapal mengakibatkan 
pengeluaran atas dana APBD di Dinas Sosial. 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berhunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 5 

(1) Persyaratan Keluarga penerima RS-RTLH adalah sebagai berikut: 
a . penduduk Kabupaten Lampung Bara1. yang dibuktikan dengan 

kepem.ilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
b. belum pemah mendapatkan program serupa bail< dari Kabupaten 

Provinsi dan Pusat atau pemah mendapatkan bantua.i1 serupa 
~ lterhitung minimal 10 (sepuJuh) tahun seja.k mengusulkan bantuan 

I . 1 RTLH; 

1-~ IY:1 



c. rumah tangga miskin yang terdaftar dalam BDT program 
penanganan fa.kir miskin; 

d. lahan rumah wajib milik sendiri yang dibuktikan oleh 
sertifikat/akta jual beli/sporadik/girik atau surat keterangan 
kepemilikan tanal1 dari Peratin/Lurah setempat. 

(2) Keluarga penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
berseclia mengisi dan melengkapi data yang terdiri atas: 
a. surat pcrmohonan bantuan RS-RTLH yang ditujukan kepada 

Bupali; 
b. surat pernyataan bermaterai tentang pen1yataan kesanggupan 

menerima bantuan RS-RSTLH.; 
c. form usulan RTLH; 
d. surat pernyataan belum pernah/pernah merima bantuan rehab 

rumah atau bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBD atau 
APBN; dan 

e. surat pemyataan tanggungjawab mutlak RTLH. 

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
memuat kesediaan. penerima bantuan RS-RTLH untuk menerima dana 
bantuan dan tidak menjual/menyewakan rumah lersebul paling 
singkat 5 (lima) tahun kedepan. 

(4) Format daLa yang harus diisi dan dilengkapi oleh keluarga penedma 
bantuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tercantu.m dalam 
Lampiran 1,Il, ill, JV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Dalam hal penerima bantuan RS-RTLH tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa : 
a. pembatalan bantuan RS-RTLH, jika peneri.ma tidak mem.enuhj 

persyaratan sebagai penerima bantuan selelah dil.etapkan; 
b. penarikan kembali bantuan RS-RTLH, jika penerima tidak 

memanfaatkan dana bantuan pclaksanaan RS-RTLH; dan 
c. pengembalian dana bantuan RS-RTLH, jika penerima 

menyalahgunakan dana yang diterima. 

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berhunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 8 

(1) Pemohon bantuan RS-RTLH yang diajukan oleh pemilik rumah, 
masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaiman.a dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme: 
a. surat pennohonan bantuan RS-RTLH disampaikan kepada peralin; 
b. peratin melakukan musyawarah; 
c. peratin mengajukan usulan data penerima bantuan kcpada dinas 

sosial; 
d. dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi calon penerima. 

bantuan RS-RTLH berdasarkan kritcria dan pcrsyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pa8al 5 ayat (l) dan ayat 
(2); 

e. hasil verifikasi dan validasi disampail{an kepada Bupati melalui 
Kepala Dinas Sosial; dan 

f. bupati melalui kepala dinas sosial menyampaikan hasil penetapan 
penerima bantuan RS-RTLH kepada pemohon. 



(2) Format usulan data penerima bantuan sehagaimana dimaksud pada 
ayat (l) huruf c tercantum dalam .Lampiran VJ yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

4 . Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 10 

( 1) Kelembagaan organisasi Rehabilitasi RS-RTLH dilaksanakan oleh: 
a. tim koordinasi; 
b. tin1 telmis; 
c. PPK; 
d. peratin/lurah; 
e. tenaga fasilitator; dan 
f. rumah tangga penerima manfaat/kelompok penerlma bantuan. 

(2) Susunan kelembagaan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Keptusan Bupati. 

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berih.'1.lt: 

Pasal 15 

Tenaga Fasilitator sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 10 ~yat (l) huruf e 
memiliki tugas sebaga.i be,ikut: 
a. veri.fikasi calon penerima bantuan; 
b. menyiapkan calon pcnerirna ba.ntuan; 
c. menyiapkan rencana anggaran hiaya ; 
d. membe1ikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat <la.lam 

pcmbelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; 
e. memberikan bimbingan motivasi sosial; 
f. mendampingi. pelaksana.an; 
g. memantau pelak-sanaan kegiatan; dan 
h. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan. 

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 16 

(1) KPB RS-RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f 
mempunyai tugas: 
a. melakukan penilaian rumah yang akan direhabilitasi/dibangun; 
b . mcngcrjakan perbaikan/ pembangunan rumah secara gotong 

royong; 
c. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan; 
d. menyusun Rencana Pengguna Dana (RPD) untuk setiap anggota 

kelompok/penerima bantuan kP-giatan RS-RTLH; 
e. ,menyusun D"1PB2 berdasarkan RPD; 
f. membuat perjanjian dengan toko/penyedia bahan bangunan yang 

ditunjuk paJing sedikit memuat: 
- identitas para pihak; 
- spesi.fikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak 

melebihi harga satuan yang ditetapkan pemerintah daerah. 
- jenis volume dan harga ba han bangunan yang akan dikirim 

dalam oentuk DRPB2; 



- waktu pengiliman ha han bangunan; dan 
- waktu pembayaran. 

g. menyusun proposal bantuan RS-RTLH; 
h . memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh 

toko/pcnyedia bahan bangunan sesuai DRPB2; dan 
i. rnelaksanakan RS-RTLH sesuai dengan RPD dalam waktu yang 

ditetapkan; dan menyusun laporan pertanggungjawaban 
-penggunaan dana kepada PPK. 

(2) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf 
b, KPB didampingi oleh Tenaga Fasilitator. 

(3) Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c paling sedikit memiliki: 
a . legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan dan perundang-

undangan; 
b. tempat usaha; 
c. bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan 
d . membuka rekening pada Bank yang sama dengan penerima 

bantuan RS-RTLH; 
e. toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pacfa ayat 

(1) huruf c ditunjuk oleh KPB berdasarkan basil musyawarah; 
f. musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan 

penyusunan harga bahan bangunan disesuaikan berdasarkan 
harga yang dikeluarkan olch Pemerintah Daerah. 

7 . Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 22 

(1) Pelaksa.nan RS-RTLH dilaksanakan oleh kelompok penerima bantuan 
dengan mekanisme: 
a . melaksanakan perbaikan rumah secara gotong 1·oyong dan rehab 

rumah harus diselesaikan dengan tuntas yairu layak, dapat dihuni 
dan tidak meninggalkan permasalahan; 

b. pelaksanaan RS-RTLH oleh penerima bantuan sesuai dengan 
besaran yang disalurkan; 

c . Pelaksanaan RS-RTLH paling lambat 100 (seratus) hari kalender 
setelah dana diterima oleh penerima bantuan; 

cL penerima bantuan membuat surat pertanggungjawaban dan 
kwitansi pengcluaran pembelian bahan bangunan; dan 

e. mendokumentasikan pelaksanaan RS-RTLH meliputi proses 
pengerjaan dan hasil akhir. 

(2) Penerima bantuan RS-RTLH pada saat pekerjaan telah selesai, wajib 
membuat surat penyataa.n penyelesaian pekerjaan. 

(3) Fonnat surnt pemyataan dan rincian penggunaan dan.a sebagaiman.a 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

8 . Ketentuan Pasal 23 ayat (6) huruf d dan angka 8 diubah, sehingga 
bcrbunyi sebagai berikut: 

KASAO 
HUKUM 



8. Ketentuan Pasal 23 ayat (6) huruf d dan angka 8 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

(1) Penerima bantuan RS-RTLH melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada 
Bupati melalui Kepala Dinas Sosial. 

(2) Laporan sebagairoaoa dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan oleh ketua 
kelompok penerima Bantuan Sosial kepada Dinas Sosial. 

(3) Laporan oleb ketua KPB sebagaimana diroaksud pada ayat (2) berupa 
laporan keuangan dan foto sebelum clan sesudah dan sctelah hasil 
pelaksanaan RS-RTLH. 

(4) Laporan keuangan sebagaimana climaksud pada ayat (3) disampaikan 
paling lambat 130 (seratus tiga puluh) hati kalender terhitung sejak 
dana telah diterima penerima bantuan. 

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada aya t (3) merupakan 
laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerima dan 
penyaluran bantuan sosial. 

(6) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dengan melampirkan: 
a . berita acara serah terirna; 
b . realisasi rencana anggaran biaya; 
c. kwitansi dan faktur; dan 
d. fotokupi rekening koran. 

(7) Bukti rincian penggunaan dana bantuan RS-RTLH rnenjadi bahan 
dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(8) Fonnat rincian penggunaan dana bantuan RS-RTLH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran VUJ yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga pasaJ 24 berbunyi sebagai 
betikut: 

PasaJ 24 

(1) PPK melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan 
kegiatan RS-RTLH ke penerima bantuan. 

(2) Tim Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RS-RTLH. 

(31 Tenaga Fasilitator melakukan pendampingan serta turut mengawasi. 
pelaksanaan pembangunan RS-RTLH sesuai dengan rencana 
penggunaan dana yang telah ditetapkan. 
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Pasal TT 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Seri.ta Daerah Kabupaten Lampung 
Ba.rat. 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal i JU li 2019 

JS DAER.<\H KABUPATEN 
UNG BARAT, 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 4 JI) c.,; 2019 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

PA 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNGBARATTAHUN 2019 NOMOR: ~ ; 



LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATl LAMPUNG RA RAT 
NOMOR : ~?- Tol.ur> 2019 
TANGGAL : ½ )uli 2019 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENERlMA BANTU,<\N 
REHABILTTASJ SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI {RS-RTLH) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Tempat/Tgl Lah.ir : 

Alamat 

Dengan ini saya menyat.akan bersedia menerima Rantuan Sosial 

Rehabilitasi Rum.ah 'Ndak Layak Huni dan bersedia untuk tidak 

menjual/menyewakan rumab tersebut paling singkat 5 rima) tahun kedepan 

sesuai dcngan ketentuan/peraturan yang ditetapkan Pemerintab Lampung 

Barat. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-beoamya, dan 

apabila dikemudian hari saya tidak melaksanakan ketentuan/peraturan yang 

telah ditentukan maka kami siap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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Liwa, 2019 

PENERJMA BANTUAN 
Rehabilitasi Sosial Ru mah Tidak 

Layak Huni (RS-RTLH) 

6.000 

.......................... 

BUPATJ LAMPUNG BARAT, 

PAR,..o,Lu MABSUS 
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Nomor 
Lampiran 
Hal 

LAMPIRAN II 

Dengan honnat, 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR ~'; 'fC\l"un 2019 
TANOCAL : Lj ..\u\..-i 2019 

Liwa, 2019 

Kepada Yth, 
Bupati Lampung Dai-at 
Cq. Kepala Dinas Sosial 
Kabupaten Lampung Barat 
di-

Tempat 

Sehubungan dengan adanya bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah 
Tidak Layak Huni (RS- RTLH) yang bersumber dari APBD 
Kabupaten Lampung Barat dalam hal penanggulan.gan 
kemiskinan dengan membantu memenuru kebutuhan dasar 
rumah layak bagi keluarga miskin agar tercipta tempat tinggal 
yang sehat, bersih, teratur dan nyaman serta mengbi11da.ii sega.la 
bentuk resiko sosial, maka dengan ini kami mengajukan 
permohonan Rebabilitasi Sosial Rurnah Tidak Layak Huni (RS
RTLH) kepada Bupati Lampung Barat. 
Mengingat bantuan tersebut kami butuhkan mohon uncuk 
dibantu dan difasilitasi agar pennohonan ini dapat direalisasikan, 
dengan pert.imbangan lampiran sebagai berikut : 
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
2 . Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 
3. Surat pemyataan belum pernah menerima atau telah 

menerima P1·ogram serupa (Rehabilitasi Rumah) minimal 10 
Tahun lerakhiT yang diketahui oleh Lurah/Peratin setempat. 

4. Fotocopy Kartu jaminan sosial atau surat keterangan tidak 
mampu. 

5. Fotocopy sertiftkat tanah atau surat keterangan kepemilikan 
lahan dari apatur setempat 

6. Rencana anggaran biaya rehabilitasi rumah 
7. Foto-foto rumah dan data-data keluarga lainnya. 

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dengan harapan 
semoga permohonan ini dapat dikabulkan, atas segala perhatian 
dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. 

Liwa, 2019 

Tenaga Fasilitator Yang Mengusulkan, 

( ...................... ) 

_I Mengetahui 
Peratin/Lurah ....... ... ......... ... . 

p LMABSUS 



LAMPIRANffi PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR lp. 'ft1 ln\,IP'l 2019 
TANGGAL 4 JuL; 2019 

USULAN RE!-IABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAY AK HUNI 
TAHUN 2019 

Nama Kepala keluarga 

Alamat 

Pekon/ Kelurahan 

Kecamatan 

Kabupaten 

Bagian Rumah yang Akan Diperbaiki : 

Jumlah usulan Bantuan Rp. 

NO NAMABARANG JUMLAH/VOL HARGA SATUAN JUMLAH(Rp) 
(Rp) 

-1. 

2. 

3 . 

dst 

-TOTAL 

-

--

LIWA, 2019 

Tenaga Fasilitator YANG MENGUSULKAN, 

( .. ...... ... .. .. ... .... ... ) ( ................ ...... ..... .. ) 

Mengetahui 
Peratin/Lurah .... ... ........ ... . 

BUPATT LAMPUNC BARA'r, 

p LMABSUS 



'--

LAMPIRAN lV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NoMoR LI :i rci {'\lH'l 2019 
TANGGAL l:\ \u li 2019 

Kop Pekon/Kelurahan 

PERNYATAAN BELlJM PERNAH/PERNAH MENERTMA 
BANTUAN REHAB RUMAH ATAU BANTLJAN SEJENIS YANG BERSU MBER 

DARI DANA APBD ATAU APBN 

Yang bertanda tangan clibawah ini: 

Na.ma 

Jabatan 

Alamat 

Dongan ini menerangkan bahwa : 

Nama 

Umur 

Alamat 

Pekon/Kelurahan 

Kecam.atan 

Kabupaten 

Menyatakan bahwa nama dimaksud belurn pernah menerima Program 

bantuan Rehabilitasi Rumah atau Program Sejenis yang didanai dari APBN 

m.aupun APBD atau menerima Bantuan serupa terhitung 10 (sepuluh) tahun 

terakhir sejak mengusulka11 Rantuan Rehabilitasi RTLH. 

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenamya sorta pcnuh tanggung 

Jawab. 

Liwa, 20)9 

Peratin/Lurah 

( ........ ... .... . , .. , .... ) 

I 
BUPATl LAMPUNO BARAT, 



r, F< 

LAMPTRAN VI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR t.p. f~huf'l 2019 
TANGOAL l( Juli 2019 

Kop Pemecintah Pekon 
a.. Untuk Peratin 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD MUTLAK 
!fOM'OR: ....... ...... .................. ........... . 

Yang berlanda tangan clibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Dengan ini menyatakan dai1 bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal 
sebagai berikut: 

1. Bahwa sasaran penetlma manfaat telah kami telah sepenuhnya sesuai 
<lengan kriteria yang ada; 

2. Apabila dikemudian hari terdapat temuan menyatakan bahwa sebagian 
atau seluruh penerima manfaat tidak sesuai dengan krileria, rnaka saya 
bert.anggungjawab sepenuhnya atas temuan tersebut. 

3. Saya bersedia melaksanakan dan melaporkan kegiatan ini kepada Bupati 
Lampung Barat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. 

Demikian surat penyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaa.n 
sehat dan tidak dibawah tekanan. 

Llwa, 2019 

PERATIN 

Mengetahui PEKON .............. .. ... .. . 

Camat .... ......... ..... . 

6.000 

:,- . ---,- -
·" 

It " . l ··"·········· 1 --l-!lf.3.-! 

~ 10,StS(ril . - ; 

-:~ -WI- -:- -~ 
-: \~~I - • 

.. ~ -
. ·-Y 



' . 

b. Untuk Tenaga F'asilitator 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama 
Tempat/Tgl Lahir : 
Jabatan 
Satuan Kerja : Tenaga Sosial 

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara pcnuh atas hal
hal sebagai berikut : 
l. Membantu Kepala Keluarga melakukan penilaian bagian rumah yang akan 

direhabilitasi den.gan ,nempertimbangkan ketersediaan dana bantuan dan 
target waktu perbaikan rumah; 

2. Membantu Kepala Keluarga dalam mengajukan proposal usulan 
kebutuhan perbaikan rumah besetta dana yang diperlukan; 

3. Membantu Kepala Keluarga membuka rekening di Ban.k Pemerintah atas 
nama Kepala Keluarga penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak 
LayakHuni; 

4. Membantu kepala keluarga membuat dan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah 
Tidak Layak Huni sesuai denga11 proposal yang diajukan; 

5. Mendampingi dan memantau rehabilitasi rumah yang dilaksanakan oleh 
Kepala Keluarga secara Gotong Royong; 

6. Tidak akan meminta atau menerima baik berupa uang/barang ataupun 
bentuk lainnya dari Kepala Keluarga Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah 
Tidak Layak Huni; 

7 . Membantu melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Ruma.h Tidak Layak 
Huni sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

8. Apabila d.ikemudain hari saya mclakukan penyimpangan dalam 
pelaksanaan kegiatan dan pemaniaatan dana bantuan sosial yang 
mengakibatkan terjadinya kerugian bagi penerirna manfaat roaka saya 
bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugjan tersebut. 

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenarnyadalam 
keadaan sadai:, dan tidak dibawah tekanan. 

Liwa, 20J9 
PERATIN 

PEKON .............. ,. Tenaga Fasilitator 

6.000 

Mengetahui 
Camat ...................... . 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

MABSUS 
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LAMP!RAN VU PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR '-f) Tc,hun 2019 
TANGGAL £.j juu 2019 

FORM USULAN DATA PENERIMA BANTUAN REHABILITASI SOSIAL 
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

Nomor 
Lampiran 
Hal 

I I /2019 

: Usulan Penerima Bantuan 
Rehabilitasi Sosial Rumah 
Tidak La.yak Huni 

Liwa, 2019 

Kepada Yth, 
Bupati Lampung Barat 
Cq. Kepala Dinas Sosial 
Kabupaten Lampu.ng Barat 
di -

Berdasarkan basil pendataan terdapat tempat tinggal atau rumah 
yang tidak layak huni dan jauh dari kriteria kenyamanan dan 
kesehatan lingkungan, uaftar data Pemilik Rumah (Terlampir). 
Berkaitan hal tersebut diatas, dengan ini kami roengajukan 
pennohonan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak La.yak 
Huni kepada Bupati Lampung Barat ui 
Keluraban. / Desa .. ................ .. Kecamatan ......... ..... Kabupaten 
Lampung Barat sebanyak .... .... rumah untuk dapat dibantu dan 
difasilit.asi dalam rangka meningkatkan kesejal1teraan 
masyarakat. 

Demikian kami sampaikan dengan harapan permohonan ini 
dapat dikabulkan, atas segala bantuan diucapkan teri.ma kasih . 

Liwa, 2019 
PERATTN 

PEKON .... ............ . . Tenaga Fasilitator 

6.000 

. .. ..... ... ... .. . .... ..... 

Mengetahui 
Camat .. .......... ......... .. 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 



' . 

LAMPIRAN VW PERATURAN BUPATI LAMPUNO BARAT 
NOMOR t,p 'Tc>,~1.An 2019 
TANGOAL LI Juu 2019 

LAMPIRAN USULAN DATA PENERIMA BANTUAN 
REHABTUTASI SOSTAL RUMAH TTDAK LA YAK HUN! 

Nama 
Alamal 

' Pekerjaan . 
Jumlah Tanggungan : 
Status Kepemilikan Lahan : 
Kondi&i Rumah : 

- Atap Tidak Layak 
- Dincting Tidak Layak 
- Lantai Tidak Layak 

Nama 
Alamat 
Pekerjaan 
J umlah Tanggungan : 
Status Kepem.ilikan Lahan: 
Kondisi Rumah : 

- Atap Tidak Layak 
- Dinding Tidak Layak 
- Lantai Tida.k La.yak 

Nama 
Alamat 
Pekerjaan 
Jumlah Tanggungan : 
Status Kepemilikan Lahan: 
Kondisi 1{umah : 

- Atap Tida.k La.yak 
- Dinding Tidak La.yak 
- Lantai Tida.k La.yak 

PERATlN 

PEKON ............. ... . . 

Menger:ahui 
Camat ........... ... ....... .. 

_,_,_, 
1. - - I 

0-St:6\IA\ 

~ ~w.~ - ~ 
h'-Vf-6Y---_ _ -

,.:1......:. - ' -. Vi 

Foto Rurnah Sasaran 

Foto Rumah Sasaran 

Foto Rumah Sasaran 

Liwa, 2019 

Tenaga f<'asilitator 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 



LA.MPIRAN X PERAT URAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR L-(1 'f"-t,-,un 2019 
TANGGAL ¼ Jul.) 2019 

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN 
REHABlLITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LA YAK HUN[ 

TAHUN 2019 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Umur 

Alamat 

Sebagai penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huru dari 

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, menyatakan bahwa pekerjaan telah 

selesai 100 % (seratus persen) , terlampir dokumen pelaksanaan, rincian bukti 

penggunaan dana dan dokumentasi. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 

tanpa tekanan dari pihak manapun. 

Tenaga Fasilitator 

( .......... ......... ) 

Mengetahui 

Ll.wa, 2019 

Peneri.rna Bantuan 
Rehabilitasi Sosial Rumah 

Tidak Layak Huni (RS-RTLH), 

6.000 

( .......... ........ ....... ) 

Peratin/Lurah ... ... ...... ... ... .... . 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

p L MABSUS 



•• 

LI\MPIRAN XI PERATURAN BUPA'l'T LAMPUNG BARAT 
NOMOR /rj? 'fo."11.,1111 2019 
TANGGAL l-) JL,tu 2019 

RINCJAN PENGGUNAAN DANA BANTU AN REHAB!L!TASI SOSIAL 
RUMAH TIDAK LAY AK HUNI TAHUN 2019 

NO URAIAN SATUAN VOLUME 
·-

HARGA JUMLAH 
(Rp) 

l. 

-2. 
'--

3. 

4. 
'---··- ·-

5. 

6. 

-
Total 

KONDlSl SEBELUM DAN SESUDAH 

Sebelum 0% 

Foto 

Proses 50% 

Foto 

Kondis1 . l 00 % Rehabilita.si 

Foto 

Tenaga Fasilitator 

( ..................... ) 

Foto 

Foto 

Foto 

Mengetahui 
Camat ...................... . 

Yang Menerima, 

Bantuan RS-RTLH 

( ..................... ) 

BUPATl LAMPUNG BARAi, 
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